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KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang dikelola oleh Pejabat
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merupakan bentuk pelayanan
dalam penyediaan informasi kepada publik baik secara langsung
maupun melalui media internet yang telah menjadi kebutuhan dan
hak semua orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
merupakan perwujudan dari Undang-undang ini dan Keterbukaan
informasi merupakan bentuk transparansi informasi terhadap
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintah
kepada masyarakat/publik. Dengan demikian pemerintah harus
responsif terhadap keterbukaan, karena dengan keterbukaan akan
timbul legitimasi dan kepercayaan publik.

Pada dasarnya kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan
pemahaman kepada pelaksana Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi
terkait kinerja setiap Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan tersusunnya laporan
ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam
pelaksanaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Semoga kedepannya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat
serta professional. Demikian kata pengantar ini, semoga dapat
bermanfaat terutama untuk memaksimalkan pelayanan dan

penyediaan informasi menuju transparansi pemerintah.

Bandar Lampung, Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
I LAMPUNG,
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BAB 1
GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID Pelaksana

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi pada

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Lampung Tahun 2022 adalah sebagi berikut :

1.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Indormasi Publik;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja;

Permendagri Nomor 27 tahun 2010 tentang Pelaporan
Satuan Polisi Pamong Praja;

Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan
SPM;

Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar
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teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman
dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota,;

10. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
penyelenggaraan ketentraman umum dan ketentraman
masyarakat, serta pelindungan masyarakat;

11.Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Oraganisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Lampung.

B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana
1. Tugas PPID Pelaksana

Secara garis besar PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Lampung mempunyai tugas merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Lampung. Secara rinci tugas PPID Pelaksana

adalah sebagai berikut:

a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;
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b. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan
dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;

c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/
tidaknya diakses oleh publik;

d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai
kebutuhan;

e. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan

f. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi
Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi
publik serta dokumentasi.

. Fungsi PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penghimpunan informasi publik Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Lampung;

b. Penataan dan penyimpanan informasi publik Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung;

c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk
dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka
untuk publik; dan

d. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi

SATPOL-PP
PROV. LAMPUNG
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C. Maklumat Layanan Informasi Publik
Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yaitu :
“Dengan ini kami menyatakan sanggup
menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan
yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji

ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku”.

Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen
PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan
memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya
melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai
dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Azas Layanan Informasi Publik
Azas Layanan Informasi Publik yang dijadikan acuan bagi PPID
Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
dirangkai dalam satu kata yaitu “BerAKHLAK” vyaitu
Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaktif dan Kolaboratif.
Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :
Berorientasi Pelayanan artinya :
¢ Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
e Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;

e Melakukan perbaikan tiada henti.

SATPOL-PP
PROV. LAMPUNG
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Akuntabel artinya:

e Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,
cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi;

e Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak
menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten artinya:

e Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan
yang selalu berubah;

e Membantu orang lain belajar;

e Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis artinya:

e Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

¢ Suka menolong orang lain;

¢ Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal artinya:

e Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada
NKRI serta pemerintahan yang sah;

e Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan
negara;

e Menjaga rahasia jabatan dan negara.

SATPOL-PP
PROV. LAMPUNG
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Adaptif artinya:

e Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;

e Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;

e Bertindak proaktif.

Kolaboratif artinya:

e Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk
berkontribusi,

e Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai
tambah,

e Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk

tujuan bersama.

. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Agar pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung dapat berdaya guna dan berhasil
guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal dengan
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung Nomor 821.1/019/V.6/2021 tanggal 5 Januari 2021.
Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Lampung, sebagaimana gambar berikut:
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Gambar 1

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
Prov. Lampung

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

PPID FELAKSANA
PEJAEAT PERANGEAT DAERAH
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

A P AN BIDANG PENGOLAH BIDANG FASILITASI

EIDANG PENDUKUNG i
DAN DOKUMENTAS! DATADAN SENGKETA

SEKRETARIAT PLID INFORMAS PEMGELOLAAN INFORMASI
WEBSITE

PEJABAT FUNGSIOMNAL
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BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan
Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk tersedianya
informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna
mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara
cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat
secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap,
akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan
informasi. Sarana dan prasarana layanan informasi publik
yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja
dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang
dilaksanakan disampaikan melalui papan pengumuman,
website resmi serta dapat juga melalui leaflet, baliho dan
berbagai media luar ruang lainnya.

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada
PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

yaitu:
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1. Desk layanan informasi publik;

2. Meja;

3. Kursi;

4, Akses Internet;

5. Papan Pengumuman;

6. Website resmi;

7. Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi
Publik;

8. Media Sosial lainnya.

Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang

menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki

susunan Keanggotaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Lampung.

Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Lampung belum menganggarkan dana untuk pelayanan

informasi publik secara khusus, hanya berupa honoraroium

operator Website yang disisipkan pada kegiatan.

SATPOL-PP
PROV. LAMPUNG
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BAB III
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme Layanan Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan
penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk
memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena
makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik,
penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggung
jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga
relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau
pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan
keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk
membuka akses atas Informasi Publik untuk masyarakat luas.
Lingkup Badan Publik dalam Undang - Undang ini meliputi
lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara
negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi
non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang

tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat,
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perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau
menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber
dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip
keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan
peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas
yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan
demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik
terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi
untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan
rakyat yang  sebaik-baiknya, sehingga  mempercepat
perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan
upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik
(good governance).

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan
kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik
mendorong PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung untuk melakukan inovasi secara
berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis
website. Pada tahun 2017, telah dibentuk website Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alamat

https://satpolpp.lampungprov.go.id.

Melalui sistem berbasis website ini masyarakat dapat

dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi


https://satpolpp.lampungprov.go.id/
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yang disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung seperti informasi terkait penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat serta fungsi PPID
Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
Selain menggunakan wesite masyarakat juga dapat
mengadukan segala permasalahan terkait penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui portal
layanan pengaduan SP4N Lapor yang terkoneksi langsung
dengan Kementrian Dalam  Negeri, dengan alamat

https://lampung.lapor.go.id.

Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik, PPID
Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung juga
memiliki akun-akun Media Sosial, yang digunakan sebagai
salah satu alat Layanan Publik untuk memberikan Informasi
yang akurat dan akuntabel kepada masyarakat. Akun media
sosial tersebut ialah :

e Instargam (@prajawibalampung)

e Facebook (prajawibawaproviampung)

o Tweter (@prajawibalam1i)

e Youtube (SATPOL PP PROVINSI LAMPUNG)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka pelayanan
informasi, berita dan dokumentasi di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


https://lampung.lapor.go.id/

13

CAPAIAN LAYANAN PUBLIK SATPOLPP PROV. LAMPUNG 2022

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan
masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar
pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu

sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan

publik dan wajib ditaati

pelayanan informasi.

Adapun standar pelayanan

oleh pemberi

dilihat dari gambar sebagai berikut:
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B. Kategori Informasi Publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

menjelaskan dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik
yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori
informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri
dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta,
informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang
dikecualikan.
1. Informasi yang wajib disediakan berdasarkan subyek
informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan
kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

a. Informasi tentang profil organisasi yang  meliputi

informasi tentang kedudukan beserta alamat lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan
fungsi unit kerja, struktur organisasi dan gambaran

umum tiap unit/kerja.

. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan

yang sedang dijalankan.

. Informasi tentang laporan keuangan yang meliputi

rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca dan

daftar aset dan investasi.

. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau

kebijakan  yang mengikat dan/atau berdampak bagi

publik yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pmong Praja

SATPOL-PP
PROV. LAMPUNG
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Provinsi Lampung;

e. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh
Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan
serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dan
pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat
dihubungi;

f. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung maupun
pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;

g. informasi tentang pengumuman pengadaan barang
dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan terkait;

h. informasi tentang SOP peringatan dini dan SOP
evakuasi keadaan darurat pada kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung.

2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta
merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yaitu:

a. Informasi tentang Gangguan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyakat serta Perlindungan Masyarakat;

b. Informasi tentang rencana tindaklanjut penyelesaian
Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan

Masyarakat.



16

CAPAIAN LAYANAN PUBLIK SATPOLPP PROV. LAMPUNG 2022

SATPOL-PP

“ey PROV.LAMPUNG

3. Informasi Publik yang wajib tersedia sekurang-kurangnya
terdiri atas sebagai berikut:

a. Daftar Informasi Publik yang berada dibawah
penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
lampung tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Informasi tentang peraturan, Kkeputusan dan/atau
kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
serta latar belakang pertimbangannya;

c. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka
bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan
dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Katagori Informasi yang dikecualikan

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi
Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi
yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan serta setelah
dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi
Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.

Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu:
a) Menghambat proses penegakan hukum;

b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
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kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat;

Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
Mengungkapkan kekayaan alam,;

Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

Mengungkap rahasia pribadi seseorang.

SATPOL-PP
PROV. LAMPUNG
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D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

a. Data yang dilayani

NO.

PELAPOR

ASAL LAPORAN

PERIHAL

TINDAK LANJUT

DOKUMEN LAPORAN

Anggota
Satuan Polisi
Pamong Praja

1. 0816 Call Centre Penanganan Sudah ditindaklanjuti | teeses2ée )
XXXXXXX Pemprov. ODGJ di dan dikoordinasikan Shane- SRR
Lampung Wilayah dengan Satpol PP N e
Bandar Kota Bandar Kiruih, 27 Ohssbsar 202
Lampung Lampung
Sedarra! rrsalaany, Mo rosngenl cnrsestioan di
S s AR Muadneta Tekkbetung ade
Deberapa QUGS yang Cusup e g omggu
kl‘.’h‘l.‘l'lﬂn'l,’-\ apalagl yang mash moda
suka rwiempard betu ke arah jwan sehbhgos
oDl vy b ot Y Sy ket MOohon Kepade
Parmprow Lanmgnsg untus g mngonen pwa 00060
Inl Karena paea DOG) ind karens muaiats ima acls
A pokcioran Tokbatung {J1 HE AMartachnata)
Tenom bah
2. [raxxxxxxx Instagram Informasi Sudah dijawab &« @ 'mdshim
Rekruitmen langsung - st

- Masl munu tanys ssipalpn lermpurg apakah
e ada panetimaan anggota?

Vorerwn Kby e vt whan dinmforrnasiksn
terk it kebtuban pagawsl di Sxtpot 29

Provingl Lacrpung melakil BKD Provinel
Larrpung . A A
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Delxxxxx Instagram Informasi Sudah dijawab Delia Agustina
Rekruitmen langsung < ARUF 49 yang lab % O l:{
AnggOta o Info rekrutmen satpol pp 1ahun ini dong
Satuan Polisi 0 min J

Pamong Praja

Nivi akan diindokan lowat BKD Provins!
Lampung buu...mohon bersaber den stay

info melalul Satpol PP Proy Larmpung dan

BKD Proy, Lampung... A A

baik

“ terima kasih min

Redxxxxxx Instagram Penanganan Laporan
ODJ diwilayah | ditindaklanjuti dan « ‘ dieniint- 0 OB
Sukarame dikoordinasikan . .
Bandar dengan Satpol PP
Lampung Kota Bandar :;:::;x;vzg:ﬁw
Lampung untuk resigencs sukarame belakeng pom bnsh

dilakukan penertiban ‘ rranse!

OF plok et dee

Baade Lamouy . A A
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Puxxxxxx Instagram Penanganan Ditindaklanjuti dan & @) Punilo S O E
anak Punk berkoordinasi dengan G
yang Satpol PP Kota Lapor
Tolong di tertibkan anak anak PUNK yang
meresahkan Bandar Lampung sudoh sangatl meresahkan warga atou
warga di untuk menurunkan panguniung Jung
wilayah Bandar | Tim kelapangan guna

. > Semogs 1amen lkon Kita bisa lebih tertib
Lampung dilakukan penertiban dan aman

‘ Riko Ketua 'WO Lampung

segea ol

Koordng:

[smxxxxxx Instagram Infomasi Sudah dijawab — @ rmewiumisn. o O R
terkait update |langsung T
PPKM ].eVC]. d_]_ Kak mau nanys update ppkm sevel brapas
. . tuk selaryutnyans dimons kak?
Provinsi ‘ 2
Lampung pada Terima Kosh kak. bha di update lowat
: pemproy lampung
masa pandeml Juga e g pardenges ksl Kb karns nim
Covid_ 19 1oty ocdn perubiaban PEEM lewal surmst

1) kemenitrion kamd sogera rilly untuk
pdate PPKM

Intul nfo harian poparsn covid dan PPRKM
b g ch pantengan (dinkes. lampung dan
arhaappeda ampung

ung Ebappeda_lampung Hbo

rikak . A A A A
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Masxxxxx

Instagram

Pengaduan
Pedagang Kaki
Lima (PKL) di
pasar Bambu
Kuning Bandar
Lampung

Ditindaklanjuti
berkoordinasi dengan
Satpol PP Kota
Bandar Lampung
untuk menurunkan
Tim kelapangan guna
dilakukan penertiban

-“ me smcho Q. (- ] [

P laom ek 1t 1PIL ot o ts [ neL) ressesiobe
St by vy et G e ey & Lriing
che bt e obew e BN Saeoutiers
LA Adnerciban Ao 10050 Krn rrsaemitsont
SOTVIAT AN CYWR DL CEAN IO AT DL
FONRGuM AAGTOS  Dad an o A sges ) st
VIR B0 K T L= ST ST
CUFN RS PO AR el ol BB FTRC R ET P
Bl IRl s T L Dt unniais. Atan
ST e ey o SO S s it

TOrmo bnnih Do BTRe re ROy . Ny
PN b Maruinray s SO alminat e <10 tevaae
R R e Tl e e e e S
(IR TG U [P

Wuxxxxx

Instagram

Informasi
Rekruitmen
Anggota
Satuan Polisi
Pamong Praja

Sudah dijawab
langsung

n Wnl.a'n Aqlnvm Q_—, D’ Fl

OSSR AR Lanprn b s K eda
DL T P R e

CRUrr s o w et rmaadon
wvewalie smarmial
BRGNSy G chis COANTYE s I7 1 p
WO DO OINDE sl TIaeT INoLogrwem

G | oowy oy lanh v arsey mrtares ke

T Larvspsnirsapprrsey g ol

R T T L L T T R
=y

s £ POV L AAN S

B s iy anrf o iR v s
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Fxxxxxx

Website

Informasi
Penerimaan
Anggota Satpol
PP Provinsi
Lampung

Sudah ditindaklanjuti

10.

Saorpaxxxxx

Website

Pengaduan
Anggota Satpol
PP

Sudah ditindaklanjuti

11.

Felicxxxxx

Website

Informasi
Penerimaan
Anggota Satpol
PP Provinsi
Lampung

Sudah ditindaklanjuti

e
——

own\rf
v

A

n
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12. | Haxxxxx Website Informasi Sudah ditindaklanjuti
Pendaftaran
Anggota Satpol
PP Provinsi
Lampung
13. | Ahmxxxxxx | Website Pengaduan Ditindaklanjuti dan
Trantibum dikoordinasikan
(adanya dengan Satpol PP oot
bengkel Kota Bandar
ditengah Lampung
rumah warga)
di wilayah
Bandar
Lampung
14. | Mexxxxxxx | Facebook Informasi Sudah dijawab ) ne—
Rekruitmen langsung < @ modiosqan ~ &

Anggota Satpol
PP Provinsi
Lampung

Asmusiaikum wr wh pak mw

trya ada tidak lowongan kerja

satpol pp bandar Lampung
o saat ni. Trmksh wassalam

Terima Kasih, iInformasi

parakrutan ada di BKD Provinsi

Lampung. . anfo labih fanjut ol
tag ya pak A
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15. | AXxXxxXX Facebook Informasi Sudah dijawab < w4 Anhy Suryanies Sury... B
Vaksinasi saat | langsung
berpegian = &—3
menggunakan e
Transportasi Anhy Suryaniez Suryaniez
p

Facebo

Udara ot P
. .' P
Nang Info dang, kio nek
2 penawat harus vaksin dulukah?
v bu . minimal suaah vakamn
16. | Welxxxx Facebook Pengaduan Ditindaklanjuti dan < @ LY Lvansyats L
pemindahan dikoordinasikan
. . Selamat malam pak,
Kartu Keluarga | dengan Disdukcapil maaf Mengganggu
. . : Saya mau pindah KK dorl
(KK) dari Provinsi Lampung Scaris $0b TR UL SanEs
Jakarta ke cabut berkas ira2 bisa ga
varz

Lampung Sebeturmnye saya dari

angumus, sukabsnpaer, trus
pindah ke jakarto, dan
nokarang says mau pincdab KK
gl ke sukabanjar, Kira2 besa ol
bantu go pak??

-t ata )

Soalnys soyo soyvs URGEN,

‘. buat harl senin

Tenimpa kasits otan

Mensinys, bapak Digsa igeg xo

Disduscapd tergokat untuk

anfinrmasd tackalt Dl ine pak
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17. | Umaxxxxx Facebook Informasi Sudah dijawab < @ UM SstiriPak g« Q, Eee
Pendaftaran/R | langsung Wirnawasta
ekruitmen
Asalamualiaikum. Selamat pagl
AnggOta L. mahon maaf Bpk/ibu lzin
Satuan Polisi Dertanya apakah ada
: Kospmpatan sayva ingin
Pamong Pra_]a mendaftarkan diri sebagal
sotpol PP Mohon petunjuk nya
‘ Terima kasih
Teerirmys kanih ibuinformasl
lebin lanjut nnt cdtgg lewat BKD
Provins! Lampung A A
. Lewat online apakah bisa?
Nt chiinfokean bk lanjut
torkalt tekniunya bu, karena
Mabijmbkan 1eknin sadda ol BKD
Provins! Lampung
-3
18. | Chxxxxxx Facebook Informasi Sudah dijawab <O ? Chanwogaz L W
Pendaftaran/ langsung .. AR yRng e
Rekmitmen Ancla berteman ol Facebook
Tinaoal dl Bandar Lamoung
Anggota

Satuan Polisi
Pamong Praja

Pingin gabung jdi pol pp gak

digaji pun gpp asal bs kerja

dlu. Adakah yg bs bantu pak,
6 siap diperintah

fernma kasih bapak
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2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan
Alasannya
Pada tahun 2022 Permintaan Informasi Publik pada
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tidak ada

informasi yang ditolak.

E. MONEV KIP 2022

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk
memastikan seluruh badan publik telah melaksanakan
amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dengan baik. Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung dlam penerapan Monev KIP
selaku PPID Pelaksana selalu berkoordinasi dan searah
dengan PPID Utama dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan
dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik.
Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik.
Beberapa akun yang dikelola dalam mendukung kinerja
pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung,
yakni :
1. Website
Website yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung dengan alamat :

https//satpolpp.lampungprov.go.id  yang memberikan

informasi kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Lampung.

SATPOL-PP
SN PROV.LAMPUNG
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HOORDINASS PENGAMANAN NATALITAHUN BARU 2023 04N
KESAPSIAGAAN SEHCANA ALAM DF KAR FE SMVARAN

Gambar 3
Website Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Website Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
terhubung dengan Portal Layanan Pengaduan Layanan
pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
terhubung melalui SP4N Lapor yang terkoneksi langsung
dengan Kementrian Dalam Negeri, dengan alamat

http//Lampung.lapor.go.id. = Pembentukan SPAN juga

bertujuan agar penyelenggara memberikan akses untuk
partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan,

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"2y SATPOL-PP
&=/ PROV.LAMPUNG
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Gambar 4

Portal Layanan Pengaduan (SP4N Lapor) Satuan Polisi
Pamong Praja Prov. Lampung
2. Media Sosial
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki
beberapa akun media sosial sebagai pilihan media
Informasi dan berita yang cepat, akurat terkait
pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut :
a. Instagram
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki
Akun Instagram dengan nama @prajawibawalampung
yang telah memiliki 2161 pengikut dan 5.125 postingan
berita dan informasi. Instagram Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Lampung ini sebagai sarana informasi

terkait pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi
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Pamong Praja Provinsi Lampung serta salah satu alat
pengaduan masyarakat dan menjadi alat dalam

menindaklanjuti laporan atas laporan masyarakat.

prajawibawalampung -

%ﬁ 5.128 c.161 7396
~ Postingan Penglkut Menglkutl
Praja Wibawa

Lagyanan Masgarakat

SATPOLPP PROVINSI LAMPUNG

Akun Resmi Satpol PP Prov. Lampung

JL Gatot Subwota N .. sulengkapnyas
2’ satpolpp lampungprov.goid/

Dasbor profesional

4.7 b 2k dijangkau dalas

Follow Yuk. PPKM level GONG X)F. Anugrah Mu. LEVELFP

Gambar 5
Layanan Publik melalui Instagram @prajawibawalampung

b. Facebook

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
memiliki Akun Facebook dengan nama prajawibawa
(satpol pp provinsi lampung) Facebook Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung sebagai sarana
Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan
kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung dan sebagai sarana Laporan

Pengaduan Masyarakat.
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Tobd Pusin _ Notk Tabd V!

Hoau. Sobvt Zova ovowalampunp SumPua

Wi a5 atiset PO ke Pamong Frags Prosrs) Lamrgnng
morefa i Pasho Forgamanan Peagoan Natel dos Talus
B J000 & Matapaten Mooy 2021222002)

Praja Wibawa (Sstol PP Provinsl Lampeng)

Akun Reami Satuan Polisl Pamong Proga Prov

Lamgung hitpc/ sapoipp lampusgprov.go i
Gambar 6
Pelayanan Informasi melalui Facebook Satpol PP Prov.
Lampung

c. Channel Youtube
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
memiliki Channel Youtube dengan alamat

https:// www.youtube.com/channel/ UCqqgsOcXzPIln6tPb

4CfMiWPA

Channel Youtube Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung sebagai sarana Pelayanan Informasi Publik
berupa video kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Lampung.


https://www.youtube.com/channel/UCqgsOcXzPln6tPb4CfMiWPA
https://www.youtube.com/channel/UCqgsOcXzPln6tPb4CfMiWPA
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Gambar 7
Pelayanan Informasi melalui Channel Youtube Satpol PP
Prov. Lampung
d. Twitter

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
memiliki Akun Twitter yakni @prajawibawalaml.
Akun Twitter Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung sebagai sarana informasi terkait pelaksanaan

kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Lampung.

i Sywwan pang

SATPOL-PP

PROV. LAMPUNG

E51 et

ES

it ®

D oo

You might ks

s Lese Nbe Poxag Q
‘ LATIOR PO RAR N o
Q.. D

o 3

Meccoges

Gambar 8
Pelayanan Informasi melalui Twitter Satpol PP prov.
Lampung
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3. Papan Informasi
Papan pengumuman yang digunakan sebagai media yang
memberikan layanan informasi umum lainnya terkait
informasi yang bersifat pengumuman kepada Anggota

Satpol PP Provinsi Lampung

Gambar 9
Papan Pengumunan pada Satpol PP prov. Lampung

G. Kendala Layanan Informasi Publik.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi
publik yaitu: Terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal
dan kendala eksternal.
1. Kendala Internal :
a. Kurangnya kapasitas dan pemahaman tugas pokok
dan fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam

memberikan pelayanan informasi;

b. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi

yang menunjang kegiatan PPID Pelaksana Satuan Polisi
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Pamong Praja Provinsi Lampung;
c. Penerapan SOP pada pelayanan informasi PPID yang

belum maksimal;

d. Kurang memadainya dukungan anggaran untuk layanan
informasi publik untuk operasional PPID Pelaksana
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

2. Kendala Eksternal :

a. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui
akses layanan Satpol PP Provinsi Lampung;

b. Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi
PPID Pelaksana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan

informasi publik masih muncul kendala.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Secara umum pemahaman terhadap Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik belum optimal merata di Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

2. Fungsi dan peran PPID Pelaksana OPD sudah optimal,
tetapi perlu dilakukan peningkatan terkait
menyampikan informasi publik.

3. Pengelolaan dan layanan informasi publik pada Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sudah terlaksana
dengan baik.

B. SARAN

1. Sosialisasi dan peningkatan pemahaman secara terus
menerus mengenai Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada para
pemangku kepentingan, aparatur pemerintah dan
masyarakat umum terutama kepada PPID Pelaksana
OPD.

2. Perlu adanya pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)
secara khusus untuk memaksimalkan kinerja

pelayanan informasi publik.
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SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU




STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) telah memberikan landasan hukum keterbukaaan pengelolaaan
informasi publik. Keterbukaan Informasi adalah salah satu pilar penting yang akan
mendorong terciptanya tranparansi. Sebagai pertanggung jawaban penyelenggaraan
birokrasi pemerintahan, setiap penyelenggara pemerintahan wajib menyediakan dan
melayani permohonan informasi publik yang akuntabel. Untuk menunjang
pelaksanaaan kegiatan PPID yaitu penyediaaan informasi publik secara cepat, tepat
waktu, biaya ringan dan sederhana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melalui Keputusan Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor Nomor : 800 / 613.1 / V.05 / 2018
Dalam memenuhi tugas pelayanan kepada masyarakat perlu adanya Standar
Operasional Prosedur tentang Pelayanan Informasi Publik yang mengatur secara
teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Lampung.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Informasi
Publik;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi;

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
tentang Penyelesain Sengketa Informasi Publik;

7. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.



C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud :
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Bappeda
Provinsi Lampung adalah sebagai acuan bagi setiap unit kerja tentang
ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang tugas PPID Pembantu Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menyediakan informasi
berdasarkan ketentuan Undang-undang;
2. Tujuan :
a) Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b) Memberikan standar bagi PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
II. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam memberikan
pelayanan kepada pemohon informasi publik secara ramah, cepat, tepat waktu,

biaya ringan/proporsional, dan sederhana.

III. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Penyelenggaraan pelayanan dengan berdasarkan asas :

1. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;

2. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan
perundang- undangan;

3. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas;

4. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam mendorong pelayanan informasi
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;

5. Kesamaan Hak
Tidak membedakan status sosial ekonomi, kedudukan, pangkat, suku, ras,

agama, golongan dan gender;



6. Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak;

IV. LINGKUP PELAYANAN

V.

Pelayanan Informasi yang disediakan oleh PPID Pembantu Satuan Polisi
Pamong Praja adalah berkaitan dengan informasi dan data tentang kegiatan yang

di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik harus memiliki standar pelayanan yang
berkaitan dengan sistem pelayanan, waktu kerja, mekanisme, prosedur jangka
waktu penyelesaian dan pembiayaan sebagai standar penyelenggaraan
pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan
informasi. Standar Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

A. Operasional Pelayanan.

Pelayanan informasi publik didukung front office dan back office:
1. Front office meliputi:

a. Desk layanan langsung

b. Desk layanan via-media

2. Back office meliputi :
a. Bidang pelayanan dan dokumentasi
b. Bidang pengolahan data dan klasifikasi

c. Bidang penyelesaian sengketa informasi

B. Desk Informasi Publik.
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna

informasi publik, pejabat PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung melalui desk layanan informasi melakukan layanan langsung dan
layanan melalui media dengan didukung sarana prasarana telekomunikasi

berupa telepon, faksimile, email dan website.



C. Waktu Pelayanan Informasi.

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID
Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung menetapkan waktu
pemberian pelayanan informasi. Waktu pemberian layanan informasi di
PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, yaitu dengan

jadwal sebagai berikut :

1. | Senin — Kamis :09.00 — 14.00 WIB
Istirahat :12.00 - 13.00 WIB
2. | Jumat :09.00 — 14.00 WIB
Istirahat :11.00 — 13.00 WIB

D. Mekanisme Permohonan Informasi Publik.

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi
formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon
dan pengguna informasi.

2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publiK

kepada pemohon informasi publik.

3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan
formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh
pemohon informasi publik.

4, Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang
diminta oleh

5. pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori
dikecualikan, maka PPID dapat menyampaikan alasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada

Pengguna Informasi Publik.

E. Jangka Waktu Penyelesaian.

1. Proses penyelesaian untuk  memenuhi  permintaan  pemohon
informasi  publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) hari
pemohon tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, maka

permohonan informasi dianggap batal.



2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja  sejakpermohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi
permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini
meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan
perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.

3. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-Iambatnya
7 (tujuh)hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.

4. Jika  permohonan informasi  diterima, maka  dalam  surat
pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format
informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya
apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila
permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan

dicantumkan alasan penolakan berdasarkan ketentuan.

F. Biaya/Tarif.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik tidak
dipungut biaya. Untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi dapat
melakukan penggandaan atau perekaman sendiri disekitar lokasi PPID atau

menyediakan CD/VCD atau flash disk untuk perekaman data atau informasi.
G. Kompetensi Pelaksana Layanan Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan
pelayanan informasi dibantu oleh pejabat fungsional pranata humas, dan pranata
komputer. Untuk petugas desk layanan informasi diutamakan memiliki
kompetensi pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan
informasi dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi

untuk menunjang pelaksanaan tugas layanan informasi.

VI. KEDUDUKAN PPID
Tugas dan fungsi PPID Satuan Polisi Pamong Provinsi Lampung meliputi :
1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan
kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama yang dilakukan

paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;



3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya;

4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi
pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip pelayanan prima;

5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik;

6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan

dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan

VII.MEKANISME PENGUMPULAN,PENGKLASIFIKASIAN,PENDOKUMENTASIAN
DAN PELAYANAN INFORMASI.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap PPID Satuan Polisi Pamong

Provinsi Lampung dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah:

1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang

telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja.

2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja

3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik

arsip statis maupun dinamis.

4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan
Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait

dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerija.

5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai
berikut :
a) Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;
b) Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya;
c) Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
d) Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.

6. Alur dan Mekanisme Pengumpulan Informasi
Alur informasi dalam rangka proses pengumpulan informasi yang berada disetiap
SKPD di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung,

divisualkan dalam bagan sebagai berikut:



Alur dan Mekanisme Pengumpulan Informasi

PPID PEMBANTU
SATUAN POUSI PAMONG PRAJA PROVINSI
AMPUNG

Unit Kerja Unit Kerja

Unit Kerja Unit Kerja

Unit Kerja Unit



Penjelasan bagan:
Alur informasi sebagaimana digambarkan dalam bagan tersebut diatas,
menunjukkan bahwa :

1. Setiap informasi pada unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Lampung
merupakan tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung.

2. Setiap informasi yang dikelola unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung merupakan satu kesatuan informasi dari masing-masing
satuan kerja dibawahnya.

3. Setiap informasi publik pada unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung di sampaikan ke PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
melalui Sekretariat.

4. Setiap informasi yang diterima, diolah dan disediakan untuk kepentingan

pelayan informasi yang dilakukan oleh PPID.



A. Pengklasifikasian Informasi

ALAT PENYUSUN DAFTAR PUBLIK (DIP) PPID Satuan Polisi Pamong Praja

Pengumpulan informasi

Klasifikasi

Pengujian Informasi

Daftar Informasi Publik

PPID Satuan Polisi
Pamong Praja
Provinsi Lampung

l(__

PPID Satpol PP
Melakukan
Pengisian Form |

!

Daftar Informasi
yang Dikuasai

Form I (informasi
yang dikuasai+
Panduan Pengisian)

PPID Satpolpp
Prov. Lampung

v

PPID Satpolpp
Prov. Lampung

usulan daftar informasi
yabng terbuka

daftar informasi
yang dikecualikan

Form II (informasi
yang dikuasai+
Katagori informasi)

PPID Satpolpp
melakukan uji
konsekuensi

usulan daftar informasi
hasil uji konsekuensi

PPID Satpolpp
berkonsultasi dengan
PPID Provinsi

R

daftar
informasi yang
dikuasai

—

Paduan Uji
Konsekuensi

atasan PPID
mengesahkan

daftar informasi
publik

|

Daftar informasi
publik

1. Pengklasifikasian

informasi

dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 14

Tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tentang

Standar Layanan Informasi.

2. Usulan klasifikasi akses informasi diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian

dalammengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.

3. Penetapan Klasifikasi informasi dilakukan melalui rapat pimpinan




4. Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu

informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

5. Informasi yang Dbersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek
informasi sesuaidengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja,

meliputi:

a) Informasi tentang profil organisasi yang meliputi informasi tentang
kedudukan beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan
tujuan, tugas dan fungsi unit kerja, struktur organisasi dan gambaran
umum tiap unit/kerja.

b) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan

c) Informasi tentang laporan keuangan yang meliputi rencana dan
laporan realisasi anggaran, neraca dan daftar aset dan investasi.

d) Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
Satuan Polisi Pmong Praja Provinsi Lampung;

e) informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik,
serta tata carapengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa
Informasi Publik dan pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat
dihubungi;

f) informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian
kerja oleh Satpol PP Provinsi Lampung;

g) informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

h) informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan daruratn pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Lampung.

6. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
umum Yyaitu:

- informasi tentang Gangguan Trantibum dan Linmas;
- informasi tentang rencana tindak lanjut penyelesaian trantibum linmas di

Masyarakat.



7. Informasi Publik yang wajib tersedia sekurangkurangnya terdiri atas

- daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Satuan polisi
Pamong Praja Provinsi lampung tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

- informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan latar belakang
pertimbangannya;

- Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

8. Informasi Yang Dikecualikan
Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU

KIP, yaitu apabila dibuka dapat:

menghambat proses penegakan hukum;

mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

- membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

- mengungkapkan kekayaan alam;

- merugikan ketahanan ekonomi nasional;

- merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir

ataupun wasiat seseorang;

mengungkap rahasia pribadi seseorang;

9. memorandum atau surat-surat antar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung atau intra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang
menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
pengadilan. informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan

Undang-Undang.

Pendokumentasian Infomasi

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi,
catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh SKPD di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung guna membantu PPID
Pembantu dalam melayani permintaan informasi. Pendokumentasian informasi
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan
dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.



Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:

1. Deskripsi Informasi: Setiap SKPD membuat ringkasan untuk masing-masing

jenis informasi.

2. Verifikasi Informasi: Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis

kegiatannya.

3. Otentikasi Informasi:Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui

validasi informasi oleh setiap unit kerja.

4. Kodefikasi Informasi : a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang
dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi. b. Metode pengkodean ditentukan

oleh masing-masing unit kerja.

5. Penataan dan Penyimpanan Informasi.

C. Pelayanan Informasi

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pengguna
informasi publik, PPID Pembantu melalui desk layanan informasi memberikan

layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik.
1.Mekanisme Pelayanan Informasi

Untuk  memenuhi dan melayani permintaan dan  kebutuhan
pemohon/pengguna informasi publik, PPID Pembantu melalui desk layanan
informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media

cetak dan elektronik:

a) Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang

dikategorikan waijib tersedia setiap saat, dengan mekanisme sebagai berikut:

(1) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir
permintaan informasi (melampirkan fotocopy KTP pengguna informasi).
Bagi pengguna informasi yang berstatus badan hukum, wajib
melampirkan akta notaris dan surat keterangan terdaftar pada pada
lembaga Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi
Public kepada pemohon informasi publik.



(3) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai
dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani
oleh pemohon informasi publik.

(4) Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta
oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk
dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(5) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada
Pengguna Informasi Publik.

(6) Pemohon/pengguna informasi diwajibkan menandatangani surat
pernyataan untuk tidak menyalahgunakan dokumen informasi yang
diterima.

(7) Untuk pemohon/pengguna informasi diwajibkan untuk mengambil sendiri

informasi yang diminta.

b) Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi
publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala melalui website

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

2. Jangka Waktu Penyelesaian
a) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon dilakukan
setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) hari pemohon tidak melengkapi
persyaratan yang ditentukan, maka permohonan informasi dianggap batal.

(1) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima. PPID menanggapi permintaan informasi
melalui pemberitahuan tertulisyang meliputi permintaan informasi
diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu.

b) Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-

Tambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan

c) Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat
pemberitahuan dicantumkan materi informasi yang diberikan, format
informasi(soft copy atau data tertulis), serta biaya yang dibutuhkan untuk
keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak,
maka dalam surat dicantumkan alasan penolakan berdasarkan ketentuan yang

berlaku.



D. Penyelesaian sengketa informasi.

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

a) PPID yang menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui prosedur sebagai
berikut:

a.

d.

PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi
yang akan ditolak;

PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja
terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima;

Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

b) PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang

disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

a.

PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon
dan/atau pengguna informasi;

PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja
yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan
diterima;

Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang

ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

c) Penyelesaian sengketa informasi

a.

PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;

b. PPID Satpol PP dan PPID Provinsi Lampung menyusun kajian dan

pertimbangan hukum kepada atasan PPID Satpol PP dan atasan PPID

Provinsi;

. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi , PTUN,

dan MA, maka PPID Provinsi Lampung melakukan pendampingan
hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.






PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JI. Jend. Gatot Subroto No. 44 Pahoman - Bandar Lampung

Telp/Fax. : 0721-264904 e-mall : satpolpp_prov_lampung@yahoo.co.id
Kode Pos : 35213

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 555/314/V.06/SET/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

a. bahwa dalam rangka pengelolalaan informasi dan dokumentasi
pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, perlu dilakukan
Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung Tahun 2022.

b. bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana tersebutpada
huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022.

Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung Tahun 2022

Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
Struktur Organisasi dan Susunan Personel sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | dan Il keputusan ini.



KETIGA

KEEMPAT

Uraian tugas Tim Pelaksana Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 13 Januari 2022

@PALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
A @k/lp@k\LAMPUNG

1/ \f"\ J—
F

LK%E%NNN, S.Sos.. M.Si.
ma Utama Muda
19700307 199003 1 003




Lampiran | : Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung
Nomor :555/314/V.06/SET/2022
Tanggal :13 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

ATASAN PPID PELASANA

M. ZULKARNAIN, S. Sos., M.Si.
Kasat Pol PP Provinsi Lampung

PPID PELAKSANA TIM PERTIMBANGAN
PELAYANAN INFORMAS

DANI WAHYUDI, S.STP. M. Si.

Sekretaris Pol PP Provinsi Lampung PEJABAT ADMINISTRATOR
Bidang Bidang Bidang Bidang Fasilitas
Pendukung Pelayanan dan Pengelolaan Data Sengketa
Sekretariat PLID Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi
Informasi Website

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 13 Januari 2022

P KEP%%A SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
' S LAMPUNG,

LN D
0 MoZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.
‘Pegnbina Utama Muda
NIP. 19700307 199003 1 003




Lampiran Il :

Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung
Nomor :555/314/V.06/SET/2022
Tanggal :13 Januari 2022

SUSUNAN PERSONEL TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

VI.

ATASAN PPID PELAKSANA

PPID PELAKSANA

TIM PERTIMBANGAN
PELAYANAN INFORMASI

BIDANG PENDUKUNG
SEKRETARIAT PLID

- KOORDINATOR

- ANGGOTA

BIDANG PELAYANAN DAN
DOKUMENTASI INFORMASI
- KOORDINATOR

- ANGGOTA

BIDANG PENGELOLAAN
DATA DAN PENGELOLAN
WEBSITE

- KOORDINATOR

- ANGGOTA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS SATUAN POLISI

PRAJA PROVINSI LAMPUNG

1. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

PAMONG

2. KEPALA BIDANG PELINDUNGAN
MASYARAKAT

3. KEPALA  BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA

4. KEPALA BIDANG PENEGAKAN

PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN
1. FINASTI YULIUS S., S. Pd.

2. YOGA PRIMA KURNIAWAN

3. GALIH RACHMAN

KEPALA SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN

1. NADIA MAYANG SARI, S. H.
2. FIKO FILIANSYAH PUTRA, S. Kom.
3. M. GANDI BOYSHIDI, S.H.

UMUM DAN

KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
1. FERDIAN AGUS SETIAWAN, A. Md.
2. DAINURI ADISON ASRI



VII. BIDANG FASILITAS
SENGKETA INFORMASI

- KOORDINATOR . KEPALA SEKSI PENYIDIKAN
1. DESTRA YUDHA SETIAWAN S.H.
- ANGGOTA : 2. M. FADEL NOERMAN, S.H.

3. DITA MAHARANI S.IP.
4. M. RIFKI USMAN PUBARA, S.H.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
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Lampiran lll : Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung
Nomor :555/314/V.06/SET/2022
Tanggal :13 Januari 2022

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

NO. JABATAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. ATASAN PPID 1. Bertanggung jawab secara umum terhadap
PELAKSANA pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan

informasi publik di Lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung;

2. Mengkoordinasikan dengan PPID Pelaksana
dalam menentukan aturan-aturan khusus pada
kegiatan;

3. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai
pelaksanaan kegiatan;

4. Melakukan evaluasi dan  pengawasan
pelaksanaan pelayanan informasi publik.

2. PPID PELAKSANA 1. Mengklasifikasi informasi yang terdiri atas :

a. Informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib disediakan secara
serta merta,;

c. Informasi yang wajib disediakan setiap
saat;

2. Menyediakan dan memberi pelayanan
informasi yang ada di Lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kepada
publik.

3. Melakukan verifikasi bahan informasi yang
akan disampaikan kepublik;

4. Melakukan pemutakhiran informasi dan
dokumentasi yang ada;

5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang
ada untuk diakses oleh masyarakat;

6. Melakukan inventarisasi informasi yang
dikecualikan untuk disampaikan kepada
Atasan PPID Pelaksana;

7. Memberikan laporan tentang pengelolaan
informasi yang ada di lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Lampung kepada
Atasan PPID Pelaksana secara berkala.

3. | TIM PERTIMBANGAN Membantu PPID Pelaksana dalam pemberian
4. | BIDANG PENDUKUNG 1. Membantu dalam proses penyusunan daftar
SEKRETARIAT PLID informasi publik;

2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk
memperoleh akses informasi publik;

3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan
informasi;




4. Menetapkan dan memutakhirkan secara
berkala daftar informasi publik atas seluruh
informasi publik yang dikelola.

BIDANG PELAYANAN 1. Memberikan pelayanan informasi publik

DAN DOKUMENTASI Eiﬁggi.pemohon informasi sesuai aturan yang

INFORMASI 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam
register permohonan informasi publik;

3. Membuat laporan tentang pelayanan informasi
publik.

BIDANG PENGELOLAAN | 1. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;

DATA DAN PENGELOLAN | 2. Menyiapkan informasi publik untuk diakses

WEBSITE oleh masyarakat;

3. Melaksanakan proses penyimpanan dan
pendokumentasian arsip informasi publik.

BIDANG FASILITAS 1. Memberikn masukan kepada Atasan PPID
Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh

SENGKETA INFORMASI pemohon informasi:

2. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap
permohonan keberatan informasi publik;

3. Membantu dalam proses pengujian dan
pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
Memberikan pertimbangan hukum kepada
Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi
sengketa informasi publik.

PAEA. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
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